PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHENTIAN PENARIKAN RETRIBUSI

PENGGUNAAN RUANGAN/TOKO DAN FASILITAS

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

LAPANGAN SEPAK BOLA CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT.Mahesa Jenar
Semarang tanggal 3 Januari 2020
Nomor O001/PSIS-MJS/UM/1/2020 Perihal Permohonan
Pengelolaan Stadion Citarum dan dalam rangka
meningkatkan prestasi sepak bola di Kota Semarang serta
untuk lebih meningkatkan pendapatan asli Daerah maka
pemanfaatan lapangan sepakbola Citarum akan dilakukan
dalam bentuk sewa;

bahwa saat ini lapangan sepak bola Citarum berlaku
ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Penghentian Penarikan Retribusi Penggunaan
Ruangan/Toko dan Fasilitas Lapangan Sepak Bola Citarum.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



8.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);



13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PENGHENTIAN

PENARIKAN RETRIBUSI PENGGUNAAN RUANGAN/TOKO
DAN FASILITAS LAPANGAN SEPAK BOLA CITARUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1.
2.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut
atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah retribusi yang dipungut
atas dasar pelayanan dan fasilitas kepada umum didalam tempat rekreasi
dan olah raga.



BAB II
PENGHENTIAN RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah berupa Penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum
dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berupa Penggunaan Fasilitas
Lapangan Sepakbola Citarum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 129) dihentikan
penarikannya.

Pasal 3

Terhadap Ruangan/Toko dan Lapangan Sepak bola Citarum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 pengelolaannya dilaksanakan dengan perjanjian
sewa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan
perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 9



